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ABSTRAKSI

Nama . Hari Wijaya
NIM : 202010110311334
Judul : Menggugat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin

Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Prapenuntutan adalah pengembalian berkas perkara penyidikan dari penuntut
umum kepada penyidik untuk dilengkapi berdasarkan petunjuk dari penuntut
umum sebagaimana regulasinya. Regulasi tidak membatasi pengembalian berkas
perkara prapenuntutan yang terjadi antara penuntut umum dengan penyidik,
dengan demikian tahap prapenuntutan seringkali mengakibatkan bolak balik
berkas perkara secara timbal balik yang mengakibatkan terkikisnya kepastian
hukum terhadap tersangka. —Penelitian ini = bertujuan untuk mengetahui
prapenuntutan yang menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan
sumber data- studi kepustakaan yang dikaitkan dengan literatur perundang-
undangan terhadap teori maupun doktrin para ahli. Hasil penelitian ditemukan
bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pada tahap prapenuntutan harus
memberikan  akibat hukum agar tidak terjadi -penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan penelitian yang terkemuka didapati kesimpulan bahwa akibat hukum
untuk menciptakan kepastian pada tahap prapenuntutan, tersangka dapat
melakukan perlawanan praperadilan dengan menyatakan berkas perkara batal
demi hukum dan/atau tidak dapat diterima. Dengan demikian, untuk mengurai
permasalahan tersebut dikemukakan saran yang berbentuk alternatif seperti
melakukan penambahan waktu prapenuntutan yang semula 14 hari maka ditambah
14 hari berikutnya. Konsekuensinya, jika melebihi akumulasi 28 hari maka berkas
perkara dapat dinyatakan maladministrasi.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana
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ABSTRACTION

Nama . Hari Wijaya
NIM : 202010110311334
Judul . Menggugat Regulasi Prapenuntutan untuk Menjamin

Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
2. Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Pre-prosecution is the return of investigation case files from the public prosecutor
to investigators to be completed based on instructions from the public prosecutor
as per the regulations. The regulations do not limit the return of pre-prosecution
case files between the public prosecutor and the investigator, thus the pre-
prosecution stage often results in reciprocal passing of case files which results in
the erosion of legal certainty for the suspect. This research aims to determine pre-
prosecution that guarantees legal certainty in the criminal justice system in
Indonesia. The research method uses normative juridical research with data
sources from literature studies which are linked to legislative literature on the
theories and doctrines of experts. The research results found that to create legal
certainty at the pre-prosecution stage, legal consequences must be provided to
prevent abuse of authority. Based on leading research, it has been concluded that
the legal consequences of creating certainty at the pre-prosecution stage are that
the suspect can carry out pre-trial resistance by declaring the case file null and
void and/or inadmissible. Thus, to solve this problem, alternative suggestions
were put forward, such as. increasing the pre-prosecution time, which was
originally 14 days, then adding another 14 days. Consequently, if the
accumulation exceeds 28 days, the case file can be declared maladministrative.
Keywords: Pre-prosecution, Legal Certainty, Criminal Justice System
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